FATWA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 
Nomor 52 Tahun 2014 
Tentang 

PEMBAYARAN DAM ATAS HAJI TAMATTU' DAN (JIRAN 


SECARA KOLEKTIF 



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah : 

MENIMBANG : a. bahwa sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah, pelaksanaan haji bagi jamaah Indonesia pada 
umumnya dengan cara haji tamattu’, yaitu dengan 
melaksanakan ibadah umrah lebih dahulu kemudian 
melaksanakan ibadah haji, yang karenanya jamaah haji 
berkewajiban membayar dam ; 

b. bahwa selama ini pelaksanaan pembayaran dam bagi jamaah 
haji Indonesia dilakukan secara sendiri-sendiri oleh jamaah 
haji dan tidak terkoordinasi secara baik, sehingga 
menimbulkan kesulitan bagi jamaah, tidak optimalnya 
pemanfaatan daging, serta berpotensi menimbulkan 
penyimpangan; 

c. bahwa atas dasar kenyataan sebagaimana dijelaskan dalam 
huruf a dan b, serta untuk memberikan pelayanan terhadap 
jamaah haji, muncul pertanyaan dari Kementerian Agama RI 
mengenai hukum mengkoordinasikan pelaksanaan 
pembayaran dam haji tamattu’ dan qiran secara kolektif dan 
memasukkan komponen pembayarannya dalam komponen 
biaya haji; 

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa 
tentang hukum pembayaran dam atas haji tamattu' dan qiran 
secara kolektif guna dijadikan pedoman. 

MENGINGAT : 1. Al-Quran al-Karim: 

a. Firman Allah yang menjelaskan kewajiban 

menyembelih hewan bagi jamaah yang melaksanakan 
haji tamattu', sebagaimana dalam QS. Surat al-Baqarah 
ayat 196: 

1 d! lili 

cLlh lij - 1 ^ 

aiil St aIi \Jj\j y aIa! 

Jj-L i 
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Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin 
mengerjakan 'umrah sebelum haji (didalam bulan haji), 
(wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi 
jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), 
maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari 
(lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) 
yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) 
bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) 
Masjidil-haram (orang-orang yang bukan penduduk kota 
Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah sangat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Baqarah [2]: 196) 

b. Firman Allah yang menjelaskan tempat menyembelih 
hadyu yaitu tanah haram, sebagaimana dalam QS. al- 
Baqarah ayat 196 sebagai berikut: 

dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban 
sampai di tempat penyembelihannya..." (QS. Al-Baqarah [2]: 
196) 

Dan Surat al-Hajj ayat 33 sebagai berikut: 

f J-* - ' J»i 

Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu, itu ada beberapa 
manfa'at, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian 
tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah 
sampai ke BaituIAtiq ( Baitullah ). (QS. AI-Hajj: 33) 


c. Firman Allah yang menjelaskan perintah untuk tolong 
menolong dalam kebaikan, termasuk kerja sama 
dalam penyediaan hadyu al-tamattu’, sebagaimana 
dalam QS. al-Maidah ayat 2 sebagai berikut: 

0) aDI IjiJlJ f ') 1 IjJjUi Vj c 

aJJI 

"Dan tolong -menolonglah kamu dalam ( mengerjakan ) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Ma’idah [5]: 
2 ) 

d. Firman Allah yang menjelaskan tentang permintaan 
untuk memikul tanggung jawab dan komitmen untuk 
menjaganya, sebagaimana dalam QS. Yusuf ayat 55 
sebagai berikut: 

°b\ J* 

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya 
aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.” 
(QS. Yusuf [12]: 55). 
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e. Firman Allah yang menjelaskan tentang perintah 
menjaga amanah dan menunaikannya kepada yang 
berhak, sebagaimana dalam QS. Al-Nisa ayat 58 sebagai 
berikut: 

ot ^lisi jy. 141*1 ji oijuVi ijiji ot aii! 5 | 

^ tA> Ll*j Aiil l)} JjiiU 

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu 
menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat. " (QS. al-Nisa' [4]: 58 j 

"Dan (mereka itu j orang-orang yang memelihara amanat- 
amanat dan janjinya. (Q.S. Al-Muminun: 8 j 

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain: 

a. Riwayat al-Bukhari yang menceritakan bahwa rasulullah 
saw pernah meminta Urwan untuk menjadi wakil dalam 
transaksi pembelian seekor kambing dan memberikan 
sejumlah uang, sebagaimana hadisnya: 

alispl p-L A jIp Alit LM ‘CLP aJ)I 

«. \JxS cjlLjj CjjyLi Aj a} 4j aJ (sjjdKj 

Ai ^jj J (jrpJLl jJ OlSj la»uj 3 LpJj caLij jUjJj 

(c^jUaJI aljij) 


"Dar/ 'Urwah ra bahwa Nabi s.a.w. memberikan uang satu dinar 
kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu 
dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian 
ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa 
satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi s.a.w. mendoakannya 
dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah 
membeli tanah pun, ia pasti beruntung.” (H.R. Bukhari) 

b. Riwayat al-Baihaqi dari Jabir tentang 
pelimpahan/perwakilan dalam aktifitas penyembelihan dam\ 

Ljy&jS j? : Jli aIIp Aljl A sup (f j)[pr (jf 

A^CLlj La ,Qp AJUj U*}Lj Jl (J,l 

li C-~>r ;lg9 jJi (j A)Uj JaI (3 

®'jd) ji [y^ f dr? ^ 

Dari Jabir ra dalam memberi penjelasan sifat haji Nabi saw ia 
berkata: "Kemudian beliau menuju tempat penyembelihan dan 
menyembelih enam puluh tiga ekor unta dan selanjutnya 
menyerahkan ke Ali untuk menyembelih sisanya dan beliau 
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menyertakan Ali dalam al-hadyu. Kemudian beliau menyuruh 
mengambil sebagian dari setiap unta yang disembelih untuk 
dimasak, lalu keduanya memakan daging dan meminum 
kuahnya, lantas melaksanakan thawafifadhah di baitullah. (HR. 
Al-Baihaqi j 

c. Riwayat al-Bukhari yang menegaskan bahwa nabi saw 
pernah mendelegasikan tugas pemungutan zakat dengan 
mempekerjakan seseorang sebagaimana sabdanya: 

aMI I jli i.AtS' a))I ApIjUJ I 3 

^pJj (gj ^^Lp aJ(j aJLp aMI 

a 3 J ) Lis 

"Diriwayatkan dai Abu Humaid al-Sa’idi r.a., ia berkata: 
Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd 
bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil ( petugas j untuk menarik 
zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut j, 
Rasulullah memeriksanya." (H. R. Bukhari). 

d. Riwayat Imam Abu Dawud dari 'Atha', dan Hadits Riwayat 
Al-Baihaqiy dari Jubair ibn Muth'im tentang tempat dan waktu 
penyembelihan dam: 

aIJLp UJI aISI Jji-j <1)1 Ajd jlp (ji : JU |UaP jS- 

553 UJ 3 )ZJ\ 553 > 1 * 553 liiji %p J*') : jli j &5 

aljj ."(^^3 Jjjs a5^ 

Dari 'Atha ra ia berkata: Saya diceritai oleh Jabir ibn Abdillah 
bahwa rasulullah saw bersabda: "Seluruh kawasan Arafah 
adalah tempat wukuf, seluruh kawasan Mina adalah tempat 
menyembelih, Seluruh kawasan Muzdalifah adalah tempat 
wukuf dan seluruh pelosok Makkah adalah jalan dan tempat 
menyembelih" (HR. Abu Dawud] 

ist (&-j ^ ist^ (f’ cf- 

a!j,j .(£>f 

Dari Jubair ibn Muth’im ra dari rasulullah saw beliau bersabda: 
"Seluruh daerah Mina adalah tempat menyembelih, dan seluruh 
hari tasyriq adalah waktu menyembelih" (HR. Al-BaihaqiJ 

e. Riwayat Imam Muslim yang menegaskan keutamaan tolong 
menolong sesama muslim sebagaimana sabdanya: 


ajji gl aJUi -j* & 

alj \jj aJ^pi OJp- 3 aI*JI a 1*J1 Ojp- 3 i<LaUa!I 

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan 
di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari 
kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia 
(suka) menolong saudaranya " (HR. Muslim dari Abu Hurairah). 
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MEMPERHATIKAN : 


£|£-t j! (j?- S/t Oji-LUJlj. . . 

a'jj) 

"...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka 
buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." (HR. al-Tirmidzi) 

3. Qaidah fiqhiyyah 

Lgi^ Jlp jjd (1)1 % oSUUiJl J 

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

"Kebijakan pemimpin ( pemerintah ] atas rakyatnya, harus 
terkait dengan kemaslahatan mereka". 

1. Pendapat Imam al-Marghiyani al-Hanafy dalam kitab "al- 
Hidayah" (1/101-102) yang menegaskan bahwa 
penyembelihan hadyu itu merupakan ibadah qurbah yang tidak 
bisa dinalar (ghair ma’qulatil ma’na), harus dengan 
penyembelihan hewan, berbeda dengan zakat yang bisa 
dibayar dengan qimah ; 

jLiit ol)US\Jl (J iJiSj IjJUp alfTpl (J 

(3 Lp'Lo I ^ j 1®^ . ^2*^)3 

JjjLS jl^ol jl 'j$\ U UJj . tfljil 

bljjLl i ajj^LIS" jU^j SLiJl J-JJ *yii2j) OjSsIj aJI 

(3 ajJjlsi jAj 4ii)i 143 AjjiJi o*y 

.J 3^3 a1>- 

Dalam masalah zakat, boleh membayarnya dengan nilai 
menurut madzhab kami (Malikiyyah). Demikian juga dalam 
masalah kaffarat, zakat fitrah, pajak, dan nadzar. Sedang 
menurut Imam al-Syafii: Tidak boleh membayarnya dengan 
qimah karena mengikuti yang dinashkan sebagaimana 
sembelihan "alhadyu" dan sembelihan kurban. Menurut 
pendapat kami, perintah untuk menunaikan kepada orang 
fakir dengan menyampaikan rizki yang diperjanjikan 
kepadanya. Hal ini membatalkan pembatasan kambing dan 
menjadi seperti jizyah; berbeda halnya dengan "al-hadyu", 
karena qurbah (ketaatan dan pendekatan diri) dalam masalah 
hadyu adalah pengaliran darah, dan ini tidak bisa dinalar (la 
yu’qal ). Sementara aspek qurbah pada masalah yang 
diperselisihkan (zakat) adalah menutup kebutuhan orang 
yang membutuhkan, dan ini bisa dinalar (ma'qul). 
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2. Pendapat Imam Ali ibn Abi Bakr ibn Abdil Jalil Al-Farghani 
dalam kitab Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi,( Bairut, Dar 
Ihya' Al-Turats Al-'Arabi) yang menjelaskan bahwa 
pelaksanaannya boleh diwakilkan: 

0) UJ (diii Oli" 131 14343 Syi ol d 3^!3) 

lL. a^u- (3 a?U J lo jii-Oj aUp ^iil (3: 

(J d>^!5 aJYj c aap aUI l^LO ^iJl cA~*il> 0>~?3 

V jJ OLcU^l 01 aSljJ Aji UJ (J,jl oUyJl 

.a^jp AxO^J IjjjitS OOJOJ 

Dan yang lebih utama hendaknya menyembelih sendiri apabila 
memiliki kemampuan, karena hadis bahwa nabi saw 
mendatangkan seratus unta pada saat haji wada' lalu 
menyembelih sendiri lebih enam puluh ekor dan menyerahkan 
kepada Ali ra untuk menyembelih sisanya. Juga karena hal itu 
sebagai wujud qurbah ( pendekatan dirij. Dan melaksanakan 
sendiri dalam hal qurbah adalah lebih utama karena akan 
menambah kekhusyu'an. Hanya saja, tidak semua orang 
memiliki kemampuan, maka kami membolehkan pemberian 
mandat penyembelihannya pada orang lain. 

3. Pendapat Muhammad ibn Muhammad ibn Abdur Rahman Al- 
Maghribi dalam kitab Mawahib al-Jalil Fi Syarh Mukhtashar 
Khalil, Bairut, Dar al-Fikr, 1412 H./1992 M: 

■ Igal Ajla*j LaS' V AAjjSC» ajdJLl! AjU^*yi 01 jy JUJl 01 (d^"l 

Oli aJ 43 Jll jljSM Jy» i^prliU 

tjl Sr AjjJlJl A^4 £t_y2J U* 0-)ll£01 

Ketahuilah bahwa pendapat yang masyhur bahwa 
menyerahkan penyembelihan pada orang lain padahal dia 
mampu, hukumnya makruh, tidak sebagaimana pendapat Ibnu 
Hajib yang menjelaskan kebolehannya tanpa adanya 
kemakruhan, sekira ia berkata: yang lebih utama adalah 
menyembelih sendiri. Dan apabila digantikan oleh orang yang 
memiliki kemampuan hukumnya boleh. 

4. Pendapat Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar al- 
Haitami dalam kitab Tuhfatuh al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj, 
Mesir, Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Th. 1357 H./ 1983 
M.: 

p-*-! 01 (a~U_l> Otj) 

.\jjj a^u_l> 01 

"....Dan hendaknya ia menyembelih hewan sendiri apabila 
memiliki kemampuan karena mengikuti tuntunan... ya... yang 
utama bagi khuntsa dan bagi perempuan untuk mewakilkan 
penyembelihan. Apabila tidak menyembelih sendiri, maka 
sunnah untuk menyaksikan penyembelihannya.." 
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5. Pendapat Imam Ibn Qudamah dalam Kitab "al-Mughni" (7 /468 

) yang menjelaskan soal bolehnya mewakilkan suatu perbuatan 
tertentu, sebagai berikut: 

j» -Loj ^Jp <^1 j>35 

Jji-j 3 £-?!) thj cal3 3 333^3 c»t^-i 3 L~*oi 

oljjJtaJl aJIIp CU*0> OlS^ 

Ijup 

"Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan 
maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi 
wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk 
melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli 
kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, 
( semuanya j tanpa memberi-kan imbalan. Nabi pernah juga 
mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah ( zakat j 
dan beliau memberikan imbalan kepada mereka." (Ibn 
Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468) 

l! Oif 31 p AjSl ccllJi li jyKjjs JlSjlil 3 (J4^) (jijUl) Oif 

.IJJti a] 5l5si Cjb 

"(Jika] muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan 
(kepada orang lain], maka hal itu boleh; karena hal tersebut 
merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh 
karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang 
lain)." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], 
juz 6, h. 470). 

6. Pendapat Athiyyah Shaqr yang secara jelas mengatur 
kebolehan mewakilkan pelaksanaan penyembelihan dam 
kepada orang lain, sebagai berikut: 

s/j £4*^ ois>3 1*1 

ejii pj 01 3^ d r°J 

3 jP J ^ls3hl 3^ 3 3 <-h aIUj 

3d 3^ 0r^ <3.33 3*5 c 3^3' 3 jj& Sfj t 

<UP^3jl A03 s^- 1 1 1 xi. i ($\j C 

. olS^l aOp L»5"" aS3 JaI 4*jLc«J JJJ 

"Adapun tempat menyembelih al-hadyu adalah di Tanah Haram 
Makkah, dan termasuk di dalamnya adalah Mina. Menurut 
Jumhur Ulama tidak boleh menyembelih di luar tanah haram. 
Barang siapa yang lupa menyembelih kemudian pulang ke 
kampung halamannya, maka ia (tetap] wajib menyembelihnya 
di tanah haram, baik oleh dirinya sendiri maupun dengan 
mewakilkan pada orang lain. Tidak ada yang membolehkan 
melaksanakan penyembelihan di kampung halaman (di luar 
tanah haram] kecuali sedikit, yaitu diriwayatkan dari Imam 
Mujahid dari golongan Tabi’in. akan tetapi pendapat jumhur 



Fatwa tentang Pembayaran Dam atas Haji Tamattu ’ dan (jiran Secara Kolektif 8 


MENETAPKAN 

Pertama 


Pertama 


merupakan pendapat yang benar karena menjaga 
terealisasikannya hikmah syar’iyyah ibadah penyembelihan 
untuk kepentingan kemanfaatan ahli Mekkah sebagaimana 
dijelaskan oleh nash". 

7. Penjelasan Tim dari Direktorat Penyelenggaraan Haji dan 
Umroh Kementerian Agama RI dalam Rapat Komisi Fatwa MUI 
pada 21 Mei 2014 yang pada intinya menjelaskan bahwa; (i) 
mayoritas jamaah haji Indonesia mengambil haji tamattu' 
sehingga terkena kewajiban membayar dam; (ii) pengelolaan 
dam jamaah haji Indonesia saat ini tidak terkoordinasi secara 
baik; (iii) distribusi daging dari dam yang dikelola sendiri tidak 
dilakukan secara baik; (iv) berdasarkan riset IDB terhadap 
pelaksanaan dam bahwa dua puluh lima persen dari 
pelaksanaan yang ada diragukan kesesuainnya dengan syari'ah; 
(v) IDB melalui project Adhahi memiliki infrastruktur dalam 
melaksanakan kegiatan pengadaan, penyembelihan, dan 
distribusi hewan dam dan karenanya Kementerian Agama 
menjalin kerja sama untuk tujuan jaminan proses 
penyembelihan hewan dam sesuai syari'ah, pemanfaatannya 
secara optimal, serta pencegahan atas praktek penyimpangan; 

8. Fatwa MUI tentang Penyembelihan Dam atas Haji Tamattu' di 
Luar Tanah Haram tanggal 24 Maret 2011; 

9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang 

Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir 
pada tanggal 30 Desember 2014. 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG CARA PEMBAYARAN DAM ATAS HAJI 

TAMATTU’ DAN (JIRAN SECARA KOLEKTIF 

: Ketentuan Umum 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 

a. Dam atau dikenal juga dengan istilah "al-hadyu" adalah salah 
satu jenis ibadah dengan menyembelih hewan ternak di tanah 
haram karena suatu sebab dalam rangka memenuhi ketentuan 
manasik haji. 

b. Wakalah adalah akad perwakilan dengan cara melimpahkan 
pelaksanaan kewajiban dam atas haji tamattu' atau qiran dari 
calon jamaah haji sebagai wakil kepada muwakkil (yang 
menerima perwakilan) untuk penunaian kewajiban dam. 

: Ketentuan Hukum 

1. Melakukan pembayaran dana untuk dam atas haji tamattu' 
atau qiran secara kolektif sebelum adanya kewajiban, 
hukumnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pada saat pembayaran, menggunakan akad wadi’ah 
(titipan). 

b. Pada saat pelaksanaan, menggunakan akad wakalah 
(perwakilan) 

c. jamaah haji sebagai muwakkil memberikan mandat 
penuh kepada wakil untuk menunaikan kewajibannya. 
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Kedua 


Ketiga 


d. orang atau lembaga yang menerima perwakilan 
( wakil) harus amanah dan memiliki kemampuan 
menjalankannya sesuai ketentuan syar'i. 

2. Melimpahkan pelaksanaan kewajiban dam atas haji tamattu’ 
atau qiran dari calon jamaah haji sebagai wakil kepada 
muwakkil (yang menerima perwakilan) dengan 
membayarkan sejumlah dana untuk pembelian hewan ternak 
dan disembelih di tanah haram hukumnya sah. 

3. Memasukkan dana dam ke dalam komponen biaya haji yang 
dikelola oleh penyelenggara perjalanan haji adalah mubah 
(boleh) dengan syarat sumbernya dibenarkan secara syar'i 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Dana dam sebagaimana dimaksud angka 3 bersifat amanah 
( yadul amanah ). 

5. Apabila jamaah haji yang dalam pelaksanaan ibadahnya tidak 
terkena kewajiban dam, maka dana tersebut wajib 
dikembalikan kepada yang berhak. 

6. Mengelola dan menyalurkan daging dam untuk kepentingan 
fakir miskin di luar tanah haram Makkah hukumnya mubah 
(boleh). 

Rekomendasi 

1. Pemerintah agar mengatur dan menertibkan pembayaran dam 
bagi jamaah haji Indonesia sesuai dengan fatwa ini guna 
menjamin terlaksananya ibadah tersebut secara benar secara 
syar'i, memberi kemudahan bagi jamaah dan mencegah 
terjadinya penyimpangan. 

2. Pemerintah RI agar berkoordinasi dengan Pemerintah Saudi 
Arabia untuk mengelola dam yang dibayarkan oleh jamaah haji 
Indonesia demi kemanfaatan bagi fakir miskin, termasuk di 
Indonesia. 

: Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan 
penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat 
mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk 
menyebarluaskan fatwa ini. 


Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 7 Rabi'ulAwwal 1435 H 
30 Desember 2014 M 
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